BAB III
OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

1.1.    Objek Penelitian
3.1.1. Lokasi penelitan 
Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata Kota Cirebon, berada di komplek perkantoran Jalan. Brigadir Jenderal Dharsono nomer.5 By Pass, Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132.
3.1.2.  Sejarah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon
Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata berawal ditangani oleh Provinsi Jawa Barat melalui Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa barat. Perwakilan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon adalah Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan namun di Cirebon khusus untuk pariwisata ditangani tersendiri berupa kantor non struktur yaitu Kantor Pariwisata Daerah hingga diterbitkannya Perda No. 5 Tahun 1983. Secara periodik Kantor Pariwisata Daerah mengalami perubahan hingga akhirnya menjadi Dinas Pariwisata Daerah dengan tahapan sebagai berikut:
Kantor Peristiwa Daerah (Kaparda) dipimpin oleh H. Arie Muslihudin, BA pada tahun 1980 hingga 1983 dengan alamat kantor di Jalan Pasuketan tepatnya di depan SMP Negeri 15 Cirebon. Selanjutnya pimpinan Kaparda beralih kepada Drs. Enjang Sudarsono pada tahun 1983 sampai 1985 dan kantor berpindah alamat ke Jalan Siliwangi No. 100 Cirebon hingga tahun 1989. Kaparda berubah nama menjadi Dinas Pariwisata Daerah (Diparda) pada tahun 1985. Diparda dipimpin oleh Drs. Sukarno sampai tahun 1988. Selanjutnya Diparda kembali dipimpin oleh H. Arie Muslihudin, BA pada tahun 1988 sampai 1993. Sementara itu alamat kantor pun kembali berpindah pada tahun 1989 ke Jalan Tentara Pelajar ex Gedung KONI Cirebon yang kemudian kembali menempati kantor baru di Jalan Brigjend Dharsono Bypass No. 5 pada tahun 1990 hingga saat ini.
Diparda dipimpin oleh Drs. Kuncoro mulai tahun 1993 sampai 1998 kemudian dilanjutkan masa kepemimpinan lrsyad Sidik, SH. Mulai tahun 1998 hingga 2000. Pada masa transisi pengalihan pembagian kewenangan daerah berdasar Undang-undang tentang Otonomi Daerah, Diparda berubah menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disparbud) yang pada tahun 2000 sampai 2001 dipimpin oleh Dra. Suryawati.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disparbud) terjadi penggabungan pengelolaan terdiri atas Pariwisata dari Dinas Pariwisata Daerah (Diparda) dan Kebudayaan dari seksi Kebudayaan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kepala seksi saat itu dari Drs. TD. Sudjana kepada Drs. Uung Djauhari dengan Kepala Kandep Drs. Ageung Sumaryana. Disparbud secara periodik dipimpin oleh Drs. H. Janto Subiyono pada tahun 2001 sampai 2005, Wawan Sopwan pada tahun 2005 dan PLT Drs. Dedi Ucu pada tahun 2005 sampai 2006 dan Hanafi, SH, M.Si pada tahun 2006 hingga 2008.
Disparbud ditambah pengelolaan Pemuda dan Olahraga dari Bidang Pemuda dan Olahraga (Binmudora) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada awal tahun 2008 dan disesuaikan namanya menjadi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporbudpar) yang pada tahun 2008 sampai 2010 dipimpin oleh Drs. H. Wahyo, S.Pd, M.Pd. Disporbudpar selanjutnya dipimpin oleh Drs. Abidin pada tahun 2011 sampai 2013 dan Drs. Hayat, M.Si pada tahun 2013 sampai 2014.
Disporbudpar sedikit berubah nama pada tahun 2016 menjadi Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP) Disporbudpar yang berubah menjadi DKOKP dipimpin oleh Drs. Dana Kartiman sejak tahun 2014 dan pada tahun 2019 DKOKP dipimpin oleh Drs. Agus Suherman, SH., MH.
Dinas kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP) yang berupah menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) dipimpin oleh Drs. Agus Suherman, SH., MH sejak tahun 2019 dan pada tahun 2020 hingga saat ini DISBUDPAR dipimpin oleh Agus Sukmanjaya, S.Sos.

3.1.3. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Organisasi
Menurut Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon memutuskan antara lain:
1. Kedudukan (Pasal 2)
a. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
b. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas Pokok (Pasal 3)
Dinas mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang kebudayaan dan pariwisata.
3. Fungsi (Pasal 4)
a. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota bidang kebudayaan dan pariwisata;
b. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah kota di bidang kebudayaan dan pariwisata;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Wajib dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang kebudayaan dan pariwisata; 
d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam  pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
e. Pelaksanaan fungsli lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
3.1.4. Visi dan Misi Organisasi
1. Visi
“SEHATI Kita wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah”
Sehati ( Sehat, Hijau, Agamis, Tentram dan Inovatif ) Makna yang terkandung dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 adalah :
a. Sehat memiliki makna : Meningkatkan partipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat jasmani dan rohani.
b. Hijau memiliki makna : mewujudkan ruang publik, sarana dan prasarana umum yang ramah lingkungan serta mewujudkan keseimbangan dan kelestarian lingkungan.
c. Agamis memiliki makna : Meningkatkan dan menjaga kondusifitas kerukunan antar umat beragama.
d. Tentram memiliki makna : mewujudkan lingkungan masyarakat yang sadar hukum, tertib dan aman.
e. Inovatif memiliki makna : Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif yang berafiliasi pada program smart city.
2. Misi
a. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul dalam Segala Bidang.
b. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, Akuntabel, berwibawa, dan Inovatif.
c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Saran dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan.
d. Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Umum yang Kondusif.

1.1.5 Struktur Organisasi
Bersumber pada Peraturan wali kota Cirebon Nomor 99 tahun 2021 tentang Kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon.
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(Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, 2023)
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1.1.6 Uraian Tugas Organisasi
1. Kepala Dinas
Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas; Kepala Dinas memiliki fungsi : 
a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas; 
b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi  Dinas; 
c. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat
Sekretariat sebagai unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, Kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi dinas serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas Dinas.
Sekretaris sebagaimana dimaksud diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyususnan rencana kerja sekretariat;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas; dan pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan perundang-undangan.
j. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  Sekretariat, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Sub Koordinator Program dan Keuangan; Sub Koordinator sebagaimana dimaksud; dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas dalam penyiapan dan pelaksanaan pemberian layanan administrasi meliputi sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, hubungan masyarakat, sistem informasi, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi dinas.
a. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
d. Pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
g. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
4. Sub Koordinator Program dan Keuangan
Sub Koordinator Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud, memiliki tugas :
a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup program dan keuangan;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup program dan keuangan;
c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup program dan keuangan;
e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup program dan keuangan meliputi pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan penilaian kinerja, pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana, penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;
f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup program dan keuangan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
5. Bidang Kebudayaan
Bidang Kebudayaan sebagai unsur lini yang di pimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan meliputi perumusan kebijakan, kordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional, cagar budaya, sejarah dan permuseuman.
Kepala Bidang sebagaimana dimaksud diberi tugas tambahan selaku koordinator Kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang kebudayaan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang kebudayaan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas bidang kebudayaan;
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang kebudayaan;
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasioanl bidang kebudayaan;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang kebudayaan;
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang kebudayaan;
g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang kebudayaan; pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang Kebudayaan;
h. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas bidang Kebudayaan;
i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bidang Kebudayaan, dalam menyelenggrakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :
a. Sub Koordinator Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan;
b. Sub Koordinator Pembinaan Kelembagaan dan Kebudayaan; dan
c. Sub Koordinator Sejarah, Cagar Budaya dan Museum.
6. Sub Koordinator Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan
Sub Koordinator Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud memiliki tugas:
a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengembangan kesenian dan kebudayaan;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengembangan kesenian dan kebudayaan;
c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengembangan kesenian dan kebudayaan;
e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan kesenian dan kebudayaan meliputi pelaksanaan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya, pembinaan sumber daya manusia, lembaga pranata tradisional, pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan, peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional, standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan serta peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional;
f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan kesenian dan kebudayaan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
7. Sub  Koordinator Pembinaan dan Kebudayaan
Sub Koordintor Pembinaan Kelembagaan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud memiliki tugas:
a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pembinaan kelembagaan dan kebudayaan;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pembinaan kelembagaan dan kebudayaan;
c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pembinaan kelembagaan dan kebudayaan;
e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pembinaan kelembagaan dan kebudayaan meliputi pelaksanaan kebijakan pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah Kota, perlindungan, pengembangan pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat, pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat serta penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan serta pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan;
f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pembinaan kelembagaan dan kebudayaan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
8. Bidang Kepariwisataan
Bidang Kepariwisataan sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepariwisataan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif dan perlindungan hak intelektual.
Kepala Bidang, diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kepariwisataan mempunyai fungsi:
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Kepariwisataan; 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Kepariwisataan;
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Kepariwisataan; pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Kepariwisataan;
d. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Kepariwisataan; penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Kepariwisataan;
e. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Kepariwisataan;
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Kepariwisataan;
g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Kepariwisataan;
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Kepariwisataan;
i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Kepariwisataan; dan
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundan-undangan. 
Bidang Kepariwisataan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:
a. Sub Koordinator Destinasi Pariwisata;
b. Sub Koordinator Pemasaran Pariwisata; dan
c. Sub Koordinator Ekonomi Kreatif dan Perlindungan Hak Intelektual
Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepariwisataan. Ketua Sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
9. Sub Koordinator Destinasi Pariwisata
Sub Koordinator Destinasi Pariwisata, memiliki tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup destinasi pariwisata;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup destinasi pariwisata;
c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup destinasi pariwisata;
e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup destinasi pariwisata meliputi pelaksanaan kebijakan pengelolaan daya tarik wisata kota, pengelolaan kawasan strategis pariwisata kota, pengelolaan destinasi pariwisata kota dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kota;
f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup destinasi pariwisata; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
10. Sub Koordinator Pemasaran Pariwisata
Sub Koordinator Pemasaran Pariwisata sebagaimana , memiliki tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pemasaran pariwisata;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pemasaran pariwisata;
c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pemasaran pariwisata;
e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pemasaran pariwisata meliputi pelaksanaan kebijakan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kota;
f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pemasaran pariwisata; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
11.  Sub Koordinator Ekonomi Kreatif dan Perlindungan Hak Intelektual
Sub Koordinator Ekonomi Kreatif dan perlindungan Hak Intelektual , memiliki tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup ekonomi kreatif dan perlindungan hak intelektual;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup ekonomi kreatif dan perlindungan hak intelektual; 
c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup ekonomi kreatif dan perlindungan hak intelektual;
e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup ekonomi kreatif dan perlindungan hak intelektual meliputi pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, promosi dan interaktif bagi insan kreatif di daerah kota, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar serta pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup ekonomi kreatif dan perlindungan hak intelektual; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
12. UPT (Unit Pelaksana Teknis)
UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.  UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

1.1.7 Tata Kerja Organisasi
1. Bagian Kesatu (Umum) Pasal 21 :
(1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
(2) Tata hubungan kerja antar unit organisasi pada Dinas menerapkan prinsip:
a. Membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
b. Menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing unit organisasi;
c. Memberi manfaat; dan
d. Mendorong kemandirian masing-masing unit organisasi yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintahan.
(3) Dinas dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal;
(4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing;
(5) Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin, membimbing mengawasi dan memeberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
(6) Dalam hal terjadi penyimpangan tugas bawahan, setiap pimpinan unit organisasi melakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. Bagian Kedua (Pelaporan) Pasal 22 :
(1) Kepala Dinas wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.
(3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bagian Ketiga (Hal Mewakili) Pasal 23 :
(1) Sekretaris mewakili Kepala Dinas apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.
(2) Apabila Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan/atau kemampuan.
1.1.8. Keadaan Pegawai
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, memiliki pegawai sebanyak 41 orang terdiri dari 27 Pegawai Negeri Sipil dengan komposisi menurut tingkat Pendidikan, jabatan dan golongannya sebagai berikut :

Tabel 3.1
Data pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon berdasarkan jumlah pegawai, Pendidikan dan Golongan.

	No
	URAIAN
	VOLUME
	SATUAN

	1
	Menurut Tingkat Pendidikan

	
	Pascasarjana (S2)
	7
	Orang

	
	Strata 1 (S1)
	26
	Orang

	
	Diploma III
	3
	Orang

	
	SLTA Sederajat
	5
	Orang

	Jumlah
	41
	Orang

	2
	Menurut Eselon

	
	Eselon II b
	1
	Orang

	
	Eselon II c
	1
	Orang

	
	Eselon II d
	1
	Orang

	
	Eselon III a
	3
	Orang

	
	Eselon III b
	2
	Orang

	
	Eselon III c
	5
	Orang

	
	Eselon III d
	10
	Orang

	
	Eselon IV a
	3
	Orang

	
	Eselon IV c
	1
	Orang

	Jumlah
	27
	Orang

	3
	Menurut tingkat Golongan

	
	Golongan IV
	4
	Orang

	
	Golongan III
	20
	Orang

	
	Golongan II
	3
	Orang

	Jumlah
	27
	



(Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, 2023)






Tabel 3.2
Daftar Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon Berdasarkan Jabatan

	NO
	NAMA
	JABATAN

	SEKRETARIAT

	1
	Agus Sukmanjaya, S.Sos
	Kepala

	2
	Moh. Ilyas Syafrudin, S.Sos., MM
	Sekretaris

	3
	Sri Murani, S.IP
	Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian

	4
	Maryono Kurniadi, S.IP, M.Si
	Pamong Budaya

	5
	Kadnawi 
	Pengadministrasi Umum

	6
	Ferike 
	Pengadministrasi Kepegawaian

	7
	Ricco Hadiyanto, A.Md
	Bendahara  

	8
	H. Musa Abrori, SE
	Penyusun Laporan Keuangan (Pembuat Daftar Gaji)

	9
	Rakhmat Hidayat, S.IP
	Verifikator Keuangan

	 10
	Muh. Taufik Rizal, SS., M.Si
	Penyusun Laporan Keuangan (Pencatat Akuntansi)

	11
	Mila 
	Pengadministrasi Persuratan

	12
	Rima Okta Pelita Susanto, S. Hum
	Tenaga Administrasi sub. Bagian. Program dan Keuangan

	13
	Tio Marga Hari, S.T
	Tenaga Administrasi sub. Bagian. Program dan Keuangan

	14
	Muhammad Afin Bayu Aji, SE
	Tenaga Administrasi sub. Bagian. Program dan Keuangan

	15
	Hendry Oktavian, S.Pd
	Tenaga Administrasi sub. Bagian. Program dan Keuangan

	BIDANG KEBUDAYAAN

	16
	Uung Taryumi, S.Sos
	Ka. Bid. Kebudayaan

	17
	Iman Fachrurochman, S.Kep, Ners., MH Kes
	Pamomg Budaya Sub. Koor. Pembinaan Kelembagaan dan Kebudayaan

	18
	Elin Marlina, S.Pd.SD., M.Pd.I
	Pamong Budaya Sub. Koor. Sejarah, Cagar Budaya dan Museum

	19
	Wiyono, SA, S.Sn
	Pamong Budaya Sub. Koor. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan

	20
	Mutia Latifah, S.Ant
	Penyuluh Pelestarian Nilai Budaya dan Tradisi

	21
	Nurjanah, S.Hum
	Analisis Sumber Sejarah

	22
	Fahmi Dahlan, SE
	Tenaga Administrasi Sie. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan

	23
	Aah Siti Robiah, SE
	Tenaga Administrasi Sie. Sejarah, Cagar Budaya dan Museum

	24
	Wawan Dinawan
	Tenaga Administrasi Sie. Pembinaan Kelembagaan dan Kebudayaan

	BIDANG KEPARIWISATAAN

	25
	Rini Agustini Rijani, S.PdI
	Ka. Bid. Kebudayaan

	26
	Mustofa, SE
	Analisis Objek Wisata

	27
	Devi Fitriani, S.Kom
	Pengelola Usaha Kepariwisataan

	28
	Sofia Zahara Safari, S.Par
	Analisis Pariwisata

	29
	Krisbiantoro, SE
	Pengelola Informasi Kepariwisataan

	30
	Rohmah Harfiah, S.Pd
	Tenaga Administrasi Sie. Pengembangan Sumber daya Manusia dan Ekonomi Kreatif

	31
	Tri Rismayanti, A.Md
	Tenaga Administrasi Sie. Pengembangan Sumber daya Manusia dan Ekonomi Kreatif

	32
	Ayu Dwi Oktaviani, SE, M.AP
	Tenaga Administrasi Sie. Destinasi Pariwisata

	UPT PUSAT KESENIAN

	33
	Budiman, SE
	Kepala UPT Pusat Kesenian

	34
	R. Dijah Rosalina Nurbaiti, S.Sos
	Ka. Sub. Bag. TU UPT Pusat Kesenian

	35
	Rosidah, A. Md
	Pengelola Adat dan Kesenian

	UPT PUSAT INFORMASI BUDAYA DAN PARIWISATA

	36
	R. Melly Sugiarti, SH
	Kepala UPT Pusat Informasi Budaya dan Pariwisata

	37
	Giyanto, SE, MM
	Ka. Sub. Bag. TU UPT Pelayanan Informasi Budaya dan Pariwisata

	38
	Muhammad Fahrurozi, S.Sos
	Tenaga Pengelola Informasi

	39
	Nandhif Sgidqi Agya Suherman, S.Ikom
	Tenaga Pengelola Informasi

	40
	Abri Ibnu Farikh, S.Sos
	Tenaga Pengelola Informasi

	41
	Venggar Tri Laksono
	Tenaga Pengelola Informasi


(Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, 2023)
1.1.9. Sarana Prasarana
Sarana prasarana adalah salah satu alat bantu yang wajib ada dalam setiap instansi. Berikut adalah sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon
Tabel 3.3
Sarana prasarana di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon
	No
	Nama/Jenis Barang
	Jumlah
	Keadaan

	1
	Station wagon
	5
	Baik

	2
	Sepeda motor
	12
	Baik

	3
	Jangka besi
	1
	Baik

	4
	Global positioning system
	3
	Baik

	5
	Alat Pengukur Waktu (Stopwatch)
	1
	Baik

	6
	Lemari arsip (Filling cabinet besi)
	25
	Baik

	7
	Brankas
	1
	Baik

	8
	Papan visual/papan nama
	4
	Baik

	9
	Alat penghancur kertas
	1
	Baik

	10
	Mesin absensi
	1
	Baik

	11
	Meja kerja kayu
	21
	Baik

	12
	Kursi besi/ metal
	14
	Baik

	13
	Sofa
	5
	Baik

	14
	Mesin pemotong rumput
	1
	Baik

	15
	Lemari es
	2
	Baik

	16
	AC. Split
	7
	Baik

	17
	Televisi
	6
	Baik

	18
	Sound system
	2
	Baik

	19
	Camera video
	3
	Baik

	20
	Lambang garuda Pancasila
	1
	Baik

	21
	Tangga aluminium
	1
	Baik

	22
	Dispenser
	2
	Baik

	23
	Alat pemadam/ portable
	1
	Baik

	24
	Audio mixing stationer
	1
	Baik

	25
	Microphone/ wireless MIC
	2
	Baik

	26
	Kabel 
	2
	Baik

	27
	Tripod camera
	1
	Baik

	28
	proyektor 
	2
	Baik

	29
	Pesawat telephone
	1
	Baik

	30
	Facsmile
	2
	Baik

	31
	Bracket Holder
	1
	Baik

	32
	Local area network
	1
	Baik

	33
	PC. Unit
	5
	Baik

	34
	Printer
	8
	Baik

	35
	Scanner
	1
	Baik




(Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, 2022)
1.2.      Metode Penelitian
3.2.1. Metode Penelitian yang Digunakan
Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yang merupakan prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan serta melukiskan keadaan suatu objek pada saat penelitian berdasarkan pada fakta yang tampak sebagaimana adanya. 
Menurut (Genzuk 2005:1) menerangkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang khusus menggunakan tiga macam pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.
Metode Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perihal persepsi, motivasi, Tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode yang praktikkan gunakan untuk penelitian adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara interaktif. Alasan praktikkan menggunakan metode kualitatif bahwa penelitian yang di gunakan untuk mengetahui kepemimpinan kepala dinas dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
3.2.2. Desain Penelitian
Menurut Sugiyono (2012 : 279 ) desain penelitian atau rancangan penelitian merupakan pedoman yang berisi Langkah-langkah yang akan diikuti peneliti untuk melakukan penelitiannya.
Berdasarkan masalah yang ditemukan yaitu bagaimana Kepemimpinan Kepala Dinas Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon yang belum optimal. Untuk penelitian ini penulis menggunakan dua variabel atau dua konsep yaitu tentang Kepemimpinan dan Produktivitas Kerja serta penelitian yang dilakukan dengan desain kualitatif deskriptif.




3.3.   Informan dan Teknik Pengumpulan Data
3.3.1. Informan
Informan adalah pihak yang diminta untuk menyampaikan informasi terkait situasi dan kondisi yang bertujuan sebagai pendukung penelitian. informan dibedakan menjadi dua macam yaitu informan kunci dan informan pendukung. 
Informan terdiri dari informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah informan yang paling banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti, sedangkan informan pendukung adalah informan-informan lain diluar infroman kunci. Banyaknya infroman tidak dibatasi karena disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.
Pertimbangan orang-orang sebagai informan pada penelitian ini yang terdiri dari informan kunci dan informan pendukung dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon dengan alasan agar peneliti mendapat penelitian dan keterangan yang bersifat mengenai Kepemimpinan Kepala Dinas Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon.
Informan – infroman dalam penelitian ini yaitu ;
a. Informan Kunci
1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon
b. Informan Pendukung
1. Kepala Sub Bagian Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon
3.3.2. Teknik Pemilihan Informan 
Menurut Sugiyono (2017 : 19) Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif menggunakan Teknik purposif, dalam teknik ini peneliti memilih sampel sesuai kebutuhan, menetapkan dan memilih dengan sengaja beberapa informan yang mengetahui tentang masalah yang diteliti oleh peneliti. Menentukan informan kunci yaitu orang-orang yang paling banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti, dan informan pendukung yaitu orang-orang di luar informan kunci yang dapat memberikan informasi pelengkap atau tambahan yang diperlukan peneliti dalam penelitian yang berkaitan dengan Kepemimpinan Kepala Dinas Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon.

3.3.3. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2017 : 101 ) Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Studi kepustakaan, yaitu Teknik pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yaitu buku-buku arsip, monografi, surat kabar, internet dan sumber-sumber tertulis lain.
2. Studi lapangan, studi lapangan ini dilakukan dengan cara menggunakan beberapa Teknik, diantaranya ;
a. Observasi atau pengamatan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian untuk mengamati secara kualitatif berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi. Teknik ini biasanya diartikan sebagai pengamatan dari sistem fenomena yang diselidiki dimana observasi dalam penelitian dilakukan dengan observasi langsung yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala – gejala yang tampak pada objek penelitian, pelaksanannya langsung dimana suatu peristiwa terjadi, adapun sistem yang dipilih dan disepakati pada observasi langsung adalah dimana kedudukan penelitian hanya sebagai pengamat bukan anggota sepenunya dari objek yang sedang diteliti.
b. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya jawab dengan para informan wawancara yang dilakukan dalam Penelitian kualitatif adalah wawancara terpimpin /terstuktur yang dilakukan dengan cara mendalam (deph interview). Kedalaman wawancara ini sangat penting dalam penelitian kualitatif karena akan diperoleh data atau informasi yang benar benar lengkap, sehingga peneliti melakukan analisis dengan tajam dan mendalam.
c. Dokumentasi Penelusuran dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Data ini berupa pengumpulan data, foto, video, dan rekaman.
3.4. Operasionalisasi Konsep Penelitian
Konsep dalam penelitian kualitatif adalah sama dengan variabel dalam penelitian kuantitatif. Operasionalisasi Konsep Penelitian dilakukan dengan cara menjabarkan konsep penelitian ke dalam beberapa dimensi dan kemudian masing-masing dimensi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa parameter.
Tabel  3.4
Konsep Penelitian

	[bookmark: _Hlk131241603]No
	Konsep
	Dimensi
	Parameter

	1
	Kepemimpinan Menurut Robert J. House (Veithzal Rivai dan Dedy Mulyadi 2009:15)
	Direktif 
	1. Pemimpin memberikan kebebasan untuk membuat panduan khusus menyelesaikan tugas.
2. Pemimpin memberikan kebebasan pegawai untuk jadwal kerja yang harus diselesaikan.

	
	
	Suportif
	1. Pemimpin Bersikap ramah
2. Pemimpin memperlihatkan kepedulian terhadap kebutuhan bawahan.

	
	
	Partisipatif
	1. Pemimpin bisa berkomunikasi dengan pegawai.
2. Pemimpin dapat menerima saran-saran sebelum mengambil keputusan.

	
	
	Berorientasi prestasi
	1. Pemimpin mengatur tujuan-tujuan yang memiliki tantangan.
2. Pemimpin mengharapkan pegawai bekerja pada kinerja tertinggi pegawai.

	2
	Produktivitas Kerja Menurut Arouf (Sedarmayanti, 2011:198-199)
	Efektivitas
	1. Pencapain kerja pegawai yang maksimal
2. Pencapaian target pegawai berkaitan dengan kualitas, dan kuantitas

	
	
	Efisiensi 
	1. Pegawai bisa membandingkan masukan dengan realisasimya.
2. Pegawai mengerjakan pekerjaan yang dilaksanakn dengan baik.


(Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti, 2023)
3.5. Pengujian Keabsahan Data
Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik tringulasi, teknik tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Melalui teknik pengujian keabsahan data, penulis menggunakan teknik tringulasi dengan membandingkan berbagai data yang diperoleh dengan cara ceck, recheck, dan cross ceck terhadap data itu. Tringulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara :
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil Wawancara.
b. Membandingkan apa yang dilakukan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
d. Membandingkan keadaan dan persepektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, orang pemerintahaan.
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.
Dalam Penelitian Kualitatif, suatu data dikatakan absah akurat jika memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Ada kesamaan data dari hasil wawancara dengan para informan. Data dinyatakan akurat jika untuk pertanyaan yang sama diperoleh data atas jawaban yang sama dari informan. Jika jawaban para informan berbeda-beda, maka data itu belum akurat/absah. Peneliti harus melakukan tringulasi dengan cara check, rescheck, cross check sampai diperoleh data atau informasi yang sama.
b. Ada kesamaan data antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan. Jika data dari hasil wawancara dengan hasil pengamatan itu tidak sama, maka data itu tidak abash atau akurat. Peneliti harus melakukan tringulasi lagi dengan cara check, recheck dan crosss check sampai diperoleh data atau informasi yang sama.


3.6.  Teknik Analisis Data
Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2017 : 246- 252) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan  secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu :
1. Date Reduction (Reduksi Data)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan, Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer-mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
2. Data Display
Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, dapat juga berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart. 
3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan 
Verifikasi dan penarikan kesimpulan, yaitu usaha untuk mencari atau memahami arti, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi yang telah diperoleh di lapangan. Tahapan-tahpan verifikasi untukmenarik kesimpulan memuat unsur-unsur :
a. Verstehen, yaitu data yang dikumpulkan dipahami berdasarkan kategori dan karakteristik masing-masing.
b. Interpretasi, yaitu memahami setepat mungkin arti dan maksud data yang disampaikan.
c. Koherensi, yaitu untuk menemukan keselarasan yang didapat dari bahan-bahan yang beragam.
d. Hermeuneutika, yaitu analisis penafsiran terhadap data yang terkumpul, sehingga esensi data dapat dipahami sesuai dengan waktu sekarang.
e. Induktif, yaitu melakukan penyimpulan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan.




3.7.   Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, yang berlokasi di Komplek Perkantoran Jln. Brigjend Dharsono, no.5 By Pass, Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132, Indonesia.
Alasan-alasan ilmiah mengapa peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut, yaitu karena :
1. Adanya permasalahan di lokasi penelitian yang harus dipecahkan atau dicari solusinya.
2. Data yang dibutuhkan dalam penelitian mudah diperoleh.
3. Lokasi penelitian mudah dijangkau.
Penelitian yang penulis lakukan, selama lima bulan teritung dari Bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023.









Tabel 3.5
Jadwal Penelitian

	No
	Kegiatan
	2023

	
	
	Bulan

	
	
	Maret
	April
	Mei
	Juni
	Juli

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	1. 
	TAHAP PERSIAPAN

	
	Studi Literatur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pengamatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bimbingan Proposal Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Seminar Proposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	TAHAP PENELITIAN

	
	Penelitian 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wawancara 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pengelolaan Data
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Proses Bimbingan Hasil Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	TAHAP AKHIR

	
	Seminar Hasil Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Proses Bimbingan Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sidang Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Sumber : Data Diolah Peneliti, 2023)
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